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WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS
TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

Menimbang

Mengingat

PERKOTAAN
WALI KOTA SIBOLGA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dinyatakan
bahwa Wali Kota dapat mengurangkan  atau
menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga BBM
yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan di
dunia usaha serta berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah khususnya Pajak Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif
Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4740);

3. Undang-Undang....




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teniang Keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Peraturarn....



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6119j;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kota Sibolga
Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun
2011), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun
2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Sibolga.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

1.
2.

3. Wali Kota...




10.

11.

Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
yang selanjutnya disebut adalah Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau
dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disngkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan
bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan
olenh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan
dan pertambangan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Denda adalah sanksi administratif yang dikenakan terhadap
pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah jumlah pokok Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang belum dilunasi sampai
dengan jatuh tempo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai

landasan hukum penghapusan sanksi administrasi berupa
denda yaitu untuk memberikan kesempatan kepada wajib
pajak guna penyelesaian kewajiban perpajakan daerah
dengan melakukan pembayaran pajak terutang atau
tunggakan pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi yang
dilaksanakan dalam waktu tertentu.

(2) Penghapusar...




(2) Penghapusan sanksi adminisirasi bertujuan :
a. mendorong partisipasi wajib pajak untuk melakukan
pembayaran pajak daerah;
b. mengoptimalkan wupaya penerimaan pendapatan asli
daerah dari sektor pajak daerah;
¢. mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang PBB-P2.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Pemerintah  Daerah  memberikan  penghapusan  sanksi
administratif berupa denda atas tunggakan PBB-P2 di daerah
kepada masyarakat dalam rangka meringankan beban masyarakat
dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan
pembayaran PBB-P2.

Pasal 4

Penghapusan sanksi administrasif berupa denda atas :
a. PBB-P2 Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2021; dan
b. ketetapan pajak Tahun 2022.

Pasal 5

Ketentuan pembayaran PBB-P2 sebagai berikut :

a. pembayaran PBB-P2 dilakukan di Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Utara maupun melalui kanal pembayaran digital,

b. jumiah ketetapan PBB-P2 yang harus dibayarkan oleh Wajib
Pajak sejumlah besaran pajak terutang yang harus dibayar,
dikurangi sanksi administratif berupa denda;

c. Wajib Pajak membayar dan menerima tanda bukt setoran
pembayaran PBB-P2 atau tanda bukti sah dari bank atau
tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf
a.

Pasal 6

Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas
tunggakan PBB-P2 berlaku mulai tanggal 01 November sampai
dengan 31 Desember 2022.

BAB IV...




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 17 Oktober 2022

WALI KOTA SIBOLGA,
dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,
dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 438
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